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• TAK DISEBUT PEKERJA 
MENURUT UUK, BILA  :
– bekerja secara tak teratur 
& secara organisasi tak 
punya fungsi pokok di RS.
• dokter perusahaan 
• konsultan RS 
– bekerja pada RS, tapi 
bersifat isidentil.



































































– pengaturan lowongan kerja, 
pengerahan & penempatan tenaga 
kerja
• UU ketenagakerjaan


















• UU NO 13 / 2003 : KETENAGAKERJAAN 
(UUK)
• UU NO 2 / 2004 : PPHI
• UU NO 21 / 2000 : SERIKAT PEKERJA
• UU NO 3 / 1992 :JAMSOSTEK
• KUHAPerdata & KUH Pidana 

























































































HAK & KEWAJIBAN 
PARA PIHAK DI RS    
HAK PEKERJA   KEWAJIBAN PIHAK RS 



























































































• SYARAT MATERIEL (PS 52 
UUK) 
– kesepakatan ke2 pihak
– kecakapan melakukan 
perbuatan hukum
– ada pekerjaan yang 
diperjanjikan
– pekerjaan yg diperjanjikan 
tak bertentangan dengan 
tibum, kesusilaan, & 
perundangan yang 
berlaku. 
• SYARAT FORMIL :
– nama, alamat RS




– besarnya upah & cara 
pembayaran
– syarat-2 kerja
– jangka waktu mulai 
berlakunya perjanjian 
kerja
– tempat perjanjian kerja 
dibuat
– tanda tangan para pihak 










• Bila jangka waktu sudah habis :
– otomatis terjadi PHK 
– karyawan tidak berhak dapatkan 
kompensasi PHK :
•uang pesangon
•uang penghargaan masa kerja
• uang penggantian hak pengoibatan & 
perumahan






































































• PK untuk adakan hubungan kerja 
tetap 
• PKWT akan berubah jadi PKWTT
– jika jenis & sifat pekerjaan bukan 
termasuk dalam ruang lingkup PKWT
• dapat memberlakukan masa 
percobaan,asal dituangkan dalam 































• Bentuk PK outsourcing 
– PK  Dgn perusahaan pemborong 
pekerjaan 
–PK  Dgn perusahaan penyedia 
jasa pekerja (PPJP).   















































































































































































































PEMUTUSAN HUBUNGAN  
KERJA
DI RUMAH SAKIT   
JENIS PHK
• PHK bukan atas kehendak pemberi 
kerja & pekerja. 
• PHK oleh pengadilan.
• PHK oleh pekerja. 
• PHK oleh pemberi kerja (RS)   
• PHK bukan atas 
kehendak pemberi 
kerja & pekerja. 
– Terjadi karena :
• PKWT
• pekerja mencapai 
usia pensiun 
• meninggal dunia.
• PHK oleh 
pengadilan:
– Terjadi karena :




• PHK oleh pekerja
– Terjadi karena kehendak pekerja secara murni 
tanpa rekayasa pihak lain 
•  pekerja sakit berkepanjangan, alami cacat akibat 
kecelakaan kerja & tak dapat akukan pekerjaan 12 
bln 










RS DILARANG MEM PHK JIKA 
PEKERJA:
• berhalangan masuk kerja 
karena sakit dgn keterangan 
dokter > 1 th terus menerus
• Penuhi kewajiban terhadap 
negara sesuai ketentuan yang 
berlaku
• jalankan ibadah agamanya
• menikah, hamil , melahirkan , 
keguguran / menyusui
• pertalian darah dengan 
pekerja lainnya, kecuali sudah 
diatur dalam perjanjian kerja / 
PKB
• Dirikan /jadi anggota 
/pengurus SP
• Lakukan kegiatan SP diluar / 
di dalam jam kerja atas 
kesepakatan pihak RS  
• pengaduan pekerja kepada 
pihak bewajib ttg perbuatan 
Pihak RS yang melakukan 
tindakan kejahatan, 
perbedaan paham, agama, 
aliran politik, SARA, gender, 
kondisi fisik, atau status 
perkawinan
• keadaan cacat tetap
• sakit akibat kecelakaan kerja / 
 hubungan kerja  waktu  
penyembuhannya belum 
ipasti.   
RS BERHAK  MEM PHK BILA 
PEKERJA
• lakukan pelanggaran / 
kesalahan berat 
• dijerat Pidana, ditahan aparat 
berwajib 
• Mangkir.
• Lakukan pelanggaran disiplin 
• RS jatuh pailit 
• RS tutup, karena merugi/ 
alasan force majeure 
• perubahan status, 
penggabungan / perubahan 
kepemilikan & pekerja tidak 
bersedia melanjutkan 
hubungan kerja 
• perubahan status, 
penggabungan/ 
perubahan kepemilikan & 
pihak RS tidak bersedia 
melanjutkan hubungan 
kerja.
• RS tutup / pengurangan 
tenaga kerja (efisiensi) 
bukan karena merugi / 
alasan memaksa
• sakit / cacat akibat 
kecelakaan kerja . 12 
bulan.    
Kriteria pekerja lakukan 
pelanggaran /kesalahan berat :
• Lakukan:
– penipuan, pencurian / penggelapan barang / uang milik RS
– Beri keterangan palsu yg rugikan RS
– Mabuk, konsumsi alkohol, edarkan narkoba di. Lingkungan kerja
– perbuatan asusila & perjudian di lingkungan kerja
– Serang ,aniaya, ancam atau intimidasi teman sekerja / pihak RS 
di lingkungan kerja
– Bujuk teman sekerja / pihak RS untuk lakukan perbuatan yang 
bertentangan dengan peraturan perundangan
– sengaja membiarkan teman sekerja / pihak RS dalam keadaan 
bahaya ditempat kerja
– Bocorkan rahasia RS yang seharusnya dirahasiakan
– perbuatan lainnya dilingkungan RS yang diancam pidana penjara 















• BUKTI PENDUKUNG :
– pekerja tertangkap tangan
– ada pengakuan dari pekerja yang bersangkutan 
– Di dukung minimal 2 orang saksi    
Jika 
• DIJERAT PIDANA
– 6 bulan tidak dapat melakukan pekerjaan karena yang 










– Mangkir 5 hari 
berturut-2 
– RS  telah 
melakukan 





• uang pesangon 1 X 
ketentuan
• uang penghargaan 
masa kerja 
• uang penggantian 
hak.   
• RS JATUH PAILIT :
– Pekerja berhak :
• uang pesangon  1 X 
ketentuan
• uang penghargaan 
masa kerja 
• uang penggantian 
hak. 
• RS TUTUP, 
MERUGI / ALASAN 
FORCE MAJEURE
• uang pesangon  1 X 
ketentuan
• uang penghargaan 
masa kerja 
• uang penggantian 
hak.     
• PERUBAHAN STATUS / 




– Pekerja berhak :
• uang pesangon 1 x 
ketentuan 
• uang penghargaan 
masa kerja 1 kali 
• uang penggantian 
hak.
• PERUBAHAN STATUS / 
KEPEMILIKAN RS & RS 
TAK BERSEDIA 
LANJUTKAN HUB KERJA :
– Pekerja berhak :
• uang pesangon 
sebesar 2 x ketentuan 
• uang penghargaan 
masa kerja 1 kali 
• uang penggantian hak.   





– Pekerja berhak :
• uang pesangon 2 x 
ketentuan 
• uang penghargaan masa 
kerja 1 kali 
• uang penggantian hak.
• PEKERJA CACAT 
/SAKIT > 12 BLN :
–  Pekerja berhak :
• uang pesangon 2 x 
ketentuan 
• uang penghargaan 
masa kerja 1 kali 
• uang penggantian 
hak.   
PROSEDUR PHK
1. SEMUA PIHAK HARUS BERUPAYA 
HINDARI TERJADI PHK :
– pembinaan pekerja.
– merumahkan pekerja
– memberi penjelasan secara transparan 
kepada pekerja.    
2. Bila tak bisa dihindari, baik pihak RS  & SP 
/ pekerja adakan perundingan.
3. Jika perundingan berhasil, buat PB.
4. Jika tidak berhasil, Pihak RS ajukan 
permohonan penetapan disertai  dengan 
alasan-2 kepada lembaga lembaga PPHI.
5. Selama belum ada penetapan / putusan 
dari PPHI, ke 2 pihak tetap lakukan segala 
kewajiban masing-2   
• pembinaan pekerja 
:
– diklat , mutasi, beri 
peringatan  baik 
lisan / tulisan 
sebanyak 3 Tahap.




•  3 X berturut-2  tolak taati 
perintah/penugasan  seperti 
tercantum dalam PK/ 
peraturan kepegawaian/ PKB 
• Sengaja / lalai  akibatkan 
dirinya  tidak dapat lakukan 
pekerjaannya
• tidak cakap lakukan pekerjaan 
walau sudah dicoba di bidang 
tugas yang ada
• Langgar ketentuan yang telah 
ditetapkan dalam PK 
/peraturan kepegawaian / PKB   
• MERUMAHKAN PEKERJA
– pekerja tetap dapat upah pokok & tunjangan tetap 
kecuali diatur dalam  PK /peraturan kepegawaian/ PKB
– Jika pihak RS  membayar upah  tak penuh
•harus dirundingkan :
– besarnya upah selama dirumahkan 






















AJUKAN PENETAPAN SECARA 
TERTULIS PADA LEMBAGA 
PPHI   
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DI 
RS






• Pekerja yang 
terikat PKB :
– Karyawan yg jadi 
anggota SP 
– Karyawan  yang jadi 
anggota baru SP.   
• ISI PKB :
– nama & alamat SP
– nama & alamat RS
– Nomer & pencatatan SP di depnaker
– Hak & kewajiban RS
– Hak & kewajiban SP
– Jangka waktu & tanggal mulai 
berlakunya  PKB
– TTD para pihak pembuat PKB.    
• Jika dalam PKB ditemui hal yang 
bertentangan dengan peraturan 
yang berlaku, maka 
– tidak seluruh isi PKB batal demi hukum, 
namun yang bertentangan dengan 





• TAHAPAN PERUNDINGAN :
– membuat tata tertib
– susun tim perunding 
– materi perundingan
– tempat perundingan
– tata cara perundingan
– cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan 
perundingan
– sahnya perundingan


























• perbedaan pendapat yang akibatkan 
pertentangan antara  Pihak RS 
dengan pekerja / SP, karena ada 
perselisihan tentang :
– perselisihan hak 
– perselisihan kepentingan 
– perselisihan PHK 
– perselisihan antar SP dalam satu RS    
• Perselisihan hak 





pihak terhadap hal 




– seorang pekerja 
tidak masuk kerja 
tanpa adanya 
alasan yang Jelas 






























JENIS PHK UP UPMK UPH U. PISAH
PHK pd masa 
percobaan 
­ ­ ­ ­
PHK krn 
berakhirnya PKWT 
­ ­ ­ ­
PHK krn pekerja 
mengundurkan diri








­ 1 kali ketentuan v ­   
JENIS PHK UP UPMK UPH U.PISAH
krn pekerja melanggar disiplin 1x 1x v ­
krn RS pailit 1x 1x v ­
krn RS force majeur 1x 1x v ­
krn perubahan status pemilik pekerja 
tidak bersedia
1x 1x v ­
krn pekerja meninggal 2x 1x v ­
krn RS tutup/merugi 2x 1x v ­
krn pekerja pensiun ada jaminan 
pensiun
­ ­ v ­   
JENIS PHK UP UPMK UPH U.PISAH
krn pekerja pensiun tidak 
jaminan pensiun
2x 1x v ­
PHK krn Rs melakukan 
kesalahan berat
2x 1x v ­
PHK Krn pekerja sakit /cacat 
krn kecelakaan kerja > 1 th































SKEMA PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI 
BIPARTIT
PERSELISIHAN





DIBUAT PB TEMPUH UPAYA  LAIN




B I P A R T 
I T   
PERSELISIHAN
Kepentingan, PHK & antar SP
SEPAKAT
TIDAK SEPAKAT
BUAT  &  TTD PB ANJURAN TERTULIS  OLEH KONSILIATOR
DAFTARKAN KE Pe HI
EKSEKUSI
MENERIMA ANJURAN MENOLAK ANJURAN
PB
AJUKAN GUGATAN KE Pe PHI




Kepentingan & antar SP
SEPAKAT
TIDAK SEPAKAT
BUAT  &  TTD PB
ANJURAN TERTULIS  OLEH ARBITER






PB  ARBITER KELUARKAN PUTUSAN YANG 
BERSIFAT FINAL YG HARUS DIIKUTI KE 2 
BELAH PIHAK 
ARBITRASE
DAFTAR KE PENGADILAN PHI
PIHAK YANG DIRUGIKAN BISA AJUKAN PK KE MA
30 hr   
SKEMA PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI MEDIASI
PERSELISIHAN










M E D I A S I
MENOLAK 
ANJURAN
10 hr
3 hr
AJUKAN GUGATAN 
KE Pe HI